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Oleh: Dr. Syahrial Syarbaini,MA

WAWASAN NUSANTARA (Konteks Historis dan Politik)

Kompetensi

1. Mengenali masalah-masalah  strategis dalam politik, dalam Wawasan nusantarak 

2. Mengambil keputusan mengenai hal-hal yang strategis bagi kepentingan publik yang terkait dengan politik, strategi nasional secara rasional (proaktif, kreatif, kritis, antisipatif)

Indikator

Dengan mempelajari wawasantara secara historis dan politik, mahasiswa mampu: 

1. Menjelaskan latar belakang politik lahirnya Wawasan Nusantaral 

2. Memecahkan permasalahan politik dalam Wawasan Nusantarak

Kata Kunci: Geopolitik, Wawasan Nusantara.
A. Wawasan Nusantara Sebagai Paham Geopolitik Bangsa Indonesia

Setelah mengenal konsep geopolitik yang pernah dipakai oleh negara-negara di dunia, penting bagi kita untuk mengetahui dan  memahami sejarah dan konsep geopolitik yang dianut oleh bangsa kita sendiri, yaitu Bangsa Indonesia.

Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik (kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau territorial dalam arti luas) suatu Negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada system politik suatu Negara. Sebaliknya, politik Negara itu secara langsung akan berdampak pada geografi Negara yang bersangkutan.

Geopolitik bertumpu pada geografi sosial (hukum geografis), mengenai situasi, kondisi, atau konstelasi geografi dan segala sesuatu yang dianggap relevan dengan karakteristik geografi suatu Negara. Sebagai Negara kepulauan, dengan masyarakat yang berbhinneka, Negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air, sebagaimana telah diperjuangkan oleh para

pendiri Negara ini. Dorongan kuat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia tercermin pada momentum sumpah pemuda tahun 1928 dan kemudian dilanjutkan dengan perjuangan kemerdekaan yang puncaknya terjadi pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

Penyelenggaraan Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai system kehidupan nasional bersumber dari dan bermuara pada landasan ideal pandangan hidup dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya bangsa Indonesia tidak bebas dari pengaruh interaksi dan interelasi dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan regional maupun internasional. Dalam hal ini bangsa Indonesia perlu memiliki prinsipprinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah nusantara sehingga disebut dengan wawasan nusantara. Kepentingan nasional yang mendasar bagi bangsa Indonesia adalah upaya menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan segenap aspek kehidupan nasionalnya. Karena hanya dengan upaya inilah bangsa dan Negara Indonesia dapat tetap eksis dan dapat melanjutkan perjuangan menuju masyarakat yang dicita-citakan.

Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilainilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang luhur dengan jelas tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945. bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta  damai, tetapi lebih cinta kemerdeklaan. Bangsa  ndonesia menolak segala bentuk penjajahan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, konsepsi Wawasan Nusantara dibangun atas geopolitik bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki pandangan sendiri mengenai wilayah yang dikaitkan dengan politik/kekuasaan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik bangsa Indonesia (HAN, Sobana : 2005).

Wawasan Nusantara dapat dikatakan sebagai penerapan teori geopolitik dari bangsa Indonesia. (Chaidir Basrie : 2002). Oleh karena itu, bangsa Indonesia juga menolak paham ekspansionisme dan adu kekuatan yang berkembang di Barat. Bangsa Indonesia juga menolak paham rasialisme, karena semua manusia mempunyai martabat yang sama, dan semua bangsa memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang universal.

Dalam hubungan internasional, bangsa Indonesia berpijak pada paham kebangsaaan atau nasionalisme yang membentuk suatu wawasan kebangsaan dengan menolak pandangan Chauvisme. Bangsa Indonesia selalu terbuka untuk menjalin kerjasama antar bangsa yang saling menolong dan saling menguntungkan. Semua ini dalam rangka ikut mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia. Oleh karena itu, wawasan nusantara adalah geopolitik Indonesia. Hal ini dipahami berdasarkan pengertian bahwa dalam wawasan nusantara terkandung konsepsi geopolitik Indonesia, yaitu unsur ruang, yang kini berkembang tidak saja secara fisik geografis, melainkan dalam pengertian secara keseluruhan (Suradinata; Sumiarno: 2005). Salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah bagaimana menjadikan bangsa dan wilayah ini senantiasa satu dan utuh. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea II adalah untuk

mewujudkan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Adapun tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV, salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Visi nasional Indonesia menurut ketetapan MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan adalah adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Sejalan dengan hal tersebut, bangsa Indonesia berkepentingan untuk mewujudkan hal-hal di atas. Upaya untuk terus membina persatuan dan keutuhan wilayah adalah dengan mengembangkan wawasan nasional bangsa. Wawasan nasional bangsa Indonesia itu adalah Wawasan Nusantara.

Setelah mengenal konsep geopolitik yang pernah dipakai oleh negara-negara di dunia, penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami sejarah dan konsep geopolitik yang dianut oleh bangsa kita sendiri, yaitu Bangsa Indonesia. Prinsip geopolitik Indonesia sebagaimana tersebut di atas menandakan bahwa dalam hal wilayah, bangsa Indonesia tidak ada semangat untuk mempeluas wilayah sebagai ruang hidup (lebensraum). Secara historis, kesepakatan para pendiri negara Republik Indonesia adalah wilayah Indonesia merdeka hanyalah wilayah bekas jajahan Belanda atau eks Hindia Belanda. Wilayah yang bangsanya memiliki “Ledesir d’etre ensemble dan Character-gemeinschaft” – menurut Soekarno – itulah yang harus kita satukan dan pertahankan. Upaya membangun kesadaran untuk bersatunya bangsa dalam satu wilayah adalah dengan konsepsi Wawasan Nusantara. Ciri nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang tidak chauvisnisme dan juga bukan kosmopolitanisme. Nasionalisme Indonesia tumbuh dalam internasionalisme, mengembangkan hubungan baik dengan bangsa lain secara sederajat. Sejalan dengan hal tersebut, bangsa Indonesia berkepentingan untuk mewujudkan hal-hal di atas. Upaya untuk terus membina persatuan dan keutuhan wilayah adalah dengan mengembangkan wawasan nasional bangsa. Wawasan nasional bangsa Indonesia itu adalah Wawasan Nusantara.

B. Asas Wawasan Nusantara
Asas Wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia (suku bangsa atau golongan) terhadap kesepakatan bersama.  Harus disadari bahwa jika asas wawasan nusantara diabaikan, komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama tersebut, yang berarti bahwa tercerai-berainya bangsa dan negara Indonesia.

Asas wawasan nusantara terdiri atas: kepentingan yang bersama, tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap ikrar atau kesepakatan bersama demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan.

Sasaran Implementasi wawasan Nusantara
Sebagai cara pandang dan visi nasional Indonesia, Wawasan Nusantara harus dijadikan  arahan, pedoman, acuan, dan tuntutan  bagi setiap individu bangsa Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu implementasi atau penerapan Wawasan Nusantara harus tercermin  pada pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau kelompok sendiri. Dengan kata lain Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap,dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi atau menangani berbagai permasalahan menyangkut kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Implementasi 

2.  Prospek Impelentasi Geopolitik Indonesia

Konsepsi tentang Wilayah Indonesia  Dalam perkembangan hukum laut internasional dikenal

beberapa konsepsi mengenai pemilikan dan penggunaan wilayah laut sebagai berikut :

1) Res Nullius, menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya.

2) res Cimmunis, menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia karena itu tidak dapat dimiliki oleh masingmasing Negara

3) Mare Liberum, menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa

4) Mare Clausum (the right and dominion of the sea), menyatakan bahwa hanya laut sepanjang pantai saja yang dimiliki oleh suatu Negara sejauh yang dapat dikuasai dari

5) darat (waktu itu kira-kira sejauh tiga mil)

6) Archipelagic State Pinciples (Asas Negara Kepulauan) yang menjadikan dasar konvensi PBB tentang hokum laut.

Dewasa ini kita menyaksikan bahwa kehidupan individu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan dalam bernegara sedang mengalami perubahan. Dan kita juga menyadari faktor utama yang mendorong terjadinya proses perubahan tersebut adalah nilai-nilai kehidupan baru yang dibawa oleh negara maju dengan kekuatan penetrasi globalnya. Apabila kita menengok sejarah kehidupan manusia dan alam semesta, perubahan  dalam kehidupan itu  adalah suatu hal yang wajar, alamiah. Dalam dunia ini, yang abadi dan kekal itu adalah perubahan. Berkaitan dengan wawasan nusantara yang serat dengan  nilai-nilai budaya bangsa dan dibentuk  dalam proses panjang  sejarah perjuangan bangsa, apakah wawasan bangsa Indonesia tentang persatuan  kesatuan itu  akan hanyut  tanpa bekas  atau akan tetap kokoh dan mampu bertahan  dalam terpaan nilai global yang menantang  wawasan persatuan bangsa? Tantangan itu antara lain adalah pemberdayaan rakyat yang optimal, dunia tanpa batas, era baru kapitalime dan kesadaran warga negara.

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Dekla-rasi tanggal 13 Desember 1957 mengajukan  NKRI perlu laut wilayah (territory water) selebar 12 mil laut dari Garis Pangkal/Garis Dasar (Base Line) atas dasar “Point to point theory”.  Dengan demikian laut antar pu-lau menjadi Perairan Pedalaman (internal waters).  Selanjutnya laut wilayah dan laut pedalaman dikenalkan sebagai laut Nusantara.

 
Sebagai akibat konvensi hukum laut timbul bermacam tipe per-airan, hal ini tidak terlepas karena perhatian orang yang besar pada laut.  Untuk itu dibahas beberapa masalah yang menyangkut hukum laut : 

1. Laut Teritorial/Laut Wilayah (Territorial Sea) : wilayah laut yang le-barnya tidak melebihi 12 mil dari garis pangkal/garis dasar (base line).  Garis dasar adalah  garis yang menghubungkan titik-titik terluar pulau terluar.     

2. Perairan Pedalaman (Internal waters) : wilayah laut sebelah dalam dari da-ratan/sebelah dalam dari GP.  Negara pantai mempunyai kedaulatan penuh.

3. Zona Tambahan (Contiguous Zone) :  wilayah laut yang lebarnya ti-dak boleh melebihi 12 mil dari Laut Teritorial, merupakan wilayah Negara Pantai untuk melakukan pengawasan pabean, fiskal, imi-grasi, sanitasi dalam wilayah laut territorial.

4. Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusive Economic Zone) : wilayah laut yang  tidak melebihi 200 mil dari GP.  Negara yang bersangkutan mempunyai hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati perairan.

5. Landas Kontinen (Continental Shelf) : wilayah laut Negara Pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, terletak di luar laut teritorial sepanjang merupakan kelanjutan alamiah wilayah.  Jarak 200 mil GP atau maksimal 350 mil, atau tidak melebihi 100 mil dari kedalaman 2.500 m.

6. Laut Lepas (High Seas) dikenal pula sebagai laut bebas/laut Inter-nasional :  Wilayah laut . 200 mil  dari Garis Pangkal. 


Dengan adanya ketentuan di atas negara lain menuntut beberapa hak—yang sebenarnya adalah jaminan—dari negara kepulauan : 

1. Lintas :  berlayar/bernavigasi melalui laut territorial, termasuk masuk dan keluar perairan pedalaman untuk singgah di salah satu pelabuhan.

2. Lintas Damai : bernavigasi melalui laut teritorial suatu negara sepanjang tidak merugikan kedamaian, ketertiban, atau keamananan negara yang bersangkutan.

3. Lintas Transit : bernavigasi melintasi pada selat yang digunakan untuk pelayaran internasional antara laut lepas/ZEE yang satu dan laut lepas/ZEE yang lain.

4. Alur Laut Kepulauan :

a. Alur yang ditentukan oleh Negara Kepulauan untuk alur laut dan jalur penerbangan diatasnya yang cocok digunakan untuk lintas kapal dan pesawat terbang asing.

b. Alur ditentukan dengan merangkai garis sumbu pada peta, kapal dan pesawat terbang tidak boleh melintas lebih dari 25 mil kiri/kanan dari garis sumbu

5.   Laut Lepas : 

a. semua bagian laut yang tak termasuk laut territorial, perairan pedalaman maupun ZEE.

b. laut terbuka untuk semua negara baik berpantai maupun tidak berpantai.

c. dalam laut lepas semua negara berhak berlayar, terbang, riset ilmiah dan menangkap ikan.
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Peranan Wawasan Nusantara dalam geopolitik Indonesia adalah:

· Mewujudkan persatuan dan kesatuan yang serasi serta selaras segenap aspek kehidupan nasional

· Menumbuhkan rasa tanggung jawab atas pemanfaatan lingkungan

· Menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional

· Merentang hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan perdamaian dunia

Geopolitik Indonesia dalam Kedudukan Wawasan Nusantara adaah:
· Doktrin dasar yaitu himpunan prinsip yg diajarkan, dian- jurkan dan diterima sebagai kebenaran untuk dijadikan pedo- man melaksanakan kegiatan dalam upaya capai tujuan nasional.
· Doktrin dasar adalah timbul dari pemikiran yang bersifat falsafah

· Paradigma kehidupan nasional :


- Pancasila sebagai Filsafat negara


- UUD-45 sebagai  Konstitusi negara


- Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional : doktrin   
dasar pengaturan kehidupan nasional
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Implementasi wawasan Nusantara Sebagai Pancaran falsafah

Pancasila dan Pembangunan Nasional.

a) Wawasan Nusantara Sebagai Pancaran Falsafah Pancasila

Falsafah pancasila diyakini sebgagai pandangan hidup bangsa  Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak awal proses pembentukan Negara kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang. Konsep Wawasan Nusantara berpangkal pada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa sebagi sila pertama yang kemudian melahirkan hakikat misi manusia Indonesia yang terjabarkan pada sila-sila berikutnya.

Wawasan nusantara sebagai aktualisasi falsafah Pancasila menjadi landasan dan pedoman kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian wawasan Nusantara menjadi pedoman bagi upaya mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan dan keutuhan bangsa, serta upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia.dan Wawsan Nusantara merupakan konsep dasar bagi kebijakan dan strategi pembangunan Nasional.

b) Wawasan Nusantara dalam Pembangunan Nasional

1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu kesatuanPolitik

Kebulatan wilayah dengan segalaisinya merupakan modal dan

a. Kebulatan wilayah dengan segalaisinya merupakan modal dan milik bersama bangsa Indonesia.

b. Kenaneka ragaman suku, budaya, dan bahasa daerah serta agama yang dianutnya tetap dalam kesatuan bangsa Indonesia

c. Secara psikologis, bangsa Indonesia merasa satu pesaudaran, senasib dan seperjuangan, sebangsa dan setanah air untuk mencapai satu cita-cita bangsa yang sama.

d. Pancasila merupakan falsafah dan ideologi pemersatu bangsa Indonesia yang membimbing ke arah tujuan dan cita-cita yang sama.

e. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara sistem hokum nasional

f. Seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan system hubungan nasional.

g. Bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi melalui politik luar negeri bebas dan aktif.

2. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu kesatuan Politik

· Kekayaan di seluruh wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bangsa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata.

· Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah tanpa mengabaikan ciri khas yang memiliki daerah masing-masing.

· Kehidupan perekonomi di seluruh Indonesia diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk sebesar-besar

· kemakmuran rakyat.

· Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial budaya

· Masyarakat Indonesia adalah satu bangsa yang harus memiliki kehidupan serasidengan tingkat kemajuan yang merata dan seimbang sesuai dengan kemajuan bangsa.

· Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu kesatuan dengan coraka ragam budaya yaang menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Budaya Indonesia tidak menolak

· nilai- nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati.

3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan pertahanan Keamanan

a. Bahwa ancaman terhadap satu pulau satu daerah pada hakikatnya adalah ancaman terhadap seluruh bagsa dan negara.

b. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

C. Pembangunan Geopolitik Dalam Negara Kesatuan RI
Kebijakan geopolitik Indoensia dalam rangka mempertahankan keutuhan NKRI adalah pengembangan geopolitik Indonesia ke depan melalui meningkatan pembangunan di daerah-daerah khususnya didaerah perbatasan, serta daerah tertinggal serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan juga 
Pembangunan geopolitik telah dimulai oleh pendiri bangsa melalui semangat “Sumpah Pemuda” tahun 1928. Kondisi geografis menjadi sangat penting dan menjadi pertimbangan pokok berbagai kebijakan . Pembanguan geopolitik akan efektif apabila dilandasi oleh wawasan kebangsaan yang mantap, dimana unsure-unsur dasar wawasan nusantara dalam mencapai kesatuan dan keserasian melalui persatuan dan kesatuan wilayah, social budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan. Kenyataan implikasi pembangunan geopolitik Indonesia masih banyak kekurangan, antara lain: kurangnya kesadaran bangsa Indonesia bahwa Negaranya adalah Negara kepulauan, belum tumbuhnya bangga sebagai Negara kepulauan, masih banyaknya proyek pembangunan infra struktur industry yang tidak memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan, dll.
Perkembangan Lingkungan Strategis terhadap  perkembangan Geopolitik Indonesia antara lain berupa:
a. Pengaruh Lingkungan Global

Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah menjadikan wilayah kedaulatan suatu Negara menjadi lebih abstrak, sehingga mudah ditembus oleh pelaku atau actor internasional, hamper dipastikan mengandung resiko ancaman keamanan, seperti kejahatan lintas Negara, kerusakan lingkungan, imigrasi gelap, pembajakan dan perampokan di laut, penangkapan ikan illegal, terroris internasional, penyeludupan senjata dan perdagangan anak-anak dan wanita. Apalagi Amerika Serikat telah mendominasi hubungan internasional yang mempunyai kemampuan dan keunggulan global, ini akan berdampak kepada geopolitik politik Indonesia yang memiliki kondisi georafis, luas wilayah, jumlah penduduk serta sumber daya.
b. Pengaruh lingkungan Regional

Kawasan Asia Tenggara yang bersinggungan empat factor seperti: Peran dan dominasi Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Jepang selaku mitra keamanan strategis AS dilindungi melalui kebijakan ekonomi dengan sasarannya adalah kesepakatan WTO dalam memperebutkan keunggulan ekonomi, disusul oleh Cina yang mampu sebagai penyeimbang kekuatan ekonomi Jepang. Kecenderungan regionalism dan integrasi ekonomi di kawasan sangat erat hubungannya dengan globalisasi ekonomi dunia, seperti terbentuknya APEC, AFTA dll. Keamanan perbatasan dan potensi konflik territorial yang melibatkan Indonesia dengan Negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
c. Pengaruh Lingkungan Nasional
Proses politik dan demokratisasi yang menyisakan permasalahan (sengketa pemilu atau pilkada), isu-isu separatisme, terrorisme dan kelompok radikal, aksi kekerasan dan konflik komunal, isu keamanan territorial, perbatasan dan pulau terluar, korupsi dan berbagai bentuk penyimpangan. Semua suatu permasalahan dalam membangun geopolitik Indonesia.  
Pembanguan geo-politik Indonesia bertujuan untuk memperkuatan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),(Kusnanto: 2005) antara lain dapat dilihat dari berbagai dimensi berikut ini:

1. Dimensi Ruang Dalam Perkembangan Geo-politik

Ruang adalah inti dari geopolitik yang merupakan dinamika dari politik dan militer. Kekuatan politik selalu menginginkan penguasaan ruang dalam arti pengaruh, jika ruang diperluas, maka aka nada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Berkurangnya ruang Negara akan berdampak psikologis kepada penduduk, misalnya Singapura dan Israel akan mempersiapkan kekuatan militernya yang tanggung mampu melancarkan preemptive srike. Kehilangan ruang berarti kehilangan kehormatan Negara dan bangsa.
2. Dimensi Frontier dalam Perkembangan Geo-politik

Pengaruh budaya ekonomi apabila tidak menjadi pengaruh dalam politik, tetap akan mempengaruhi keadaan dalam negeri, misalnya Aceh dan Papua Barat. Pada zaman sekarang ini, frontier dapat terletak jauh diluar batas Negara. Akibat globalisasi muncul transparasi masyarakat, sejauh kepentingan nasional dapat menjamin perwujudan dan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan daerah frontier akan terwujud ketahanan nasional.
3. Dimensi Politik Kekuatan (power) dalam Perkembangan Geopolitik

Untuk memenuhi tujuan dan cita-cita bangsa diperlukan kekuatan politik, ekonomi, dan militer secara parallel dalam bingkai kekuatan nasional. Geopolitik Jepang menggunakan kekuatan ekonomi dan sedikit kekuatan politik, Negara-negara Barat kekuatan politik dengan ekonomi hamper seimbang, Amerika Serikat menggunakan kekuatan politik, ekonomi dan militer. Era globalisasi dengan kemajuan teknologi, transpormasi dan telekomunikasi menyebabkan kepentingan Negara-negara besar mendunia, sehingga terjadi persinggungan antar Negara berakibat konflik terbuka atau perang.
4. Dimensi Keamanan Negara Negara dan Bangsa dalam Perkembangan Geo-politik

Ketahanan nasional tidak cukup menjamin keamanan dalam negeri. Frontier harus diselamatkan sebagai batas Negara, daerah penyangga (buffer zone). Semangat persatuan dan kesatuan dapat diartikan sebagai ruang. Persatuan bukan retorika politik melainkan langkah geo-politik. Kehilangan persatuan berarti kehilangan ruang. Politik colonial Belanda “devide et impera” adalah upaya melemahkan langkah geo-politik. 

D.Politik Pembangunan Nasional Dan Manajemen Nasional

Politik merupakan cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan politik bangsa Indonesia telah tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksankan ketertiban dunia berdasrkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian politik pembangunan harus berpedoman kepada pembukaan UUD 1945.

a. Makna Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas  manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, serta kukuh kekuatan moral dan etikanya. Tujuan pembangunan itu sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Dan pelaksanaannya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya setiap warga negara Indonesia harus ikut serta dan berperan dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing.

b. Visi Pembangunan Nasional  (2004 -2009)
a. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman bersatu, rukun dan damai,

b. terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum , kesetaraan dan hak asasi manusia,

c.  terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja, dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.

   c.   Misi Pembangunan Nasional  (2004 -2009)
        a. Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai,

  b. Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis,

  c. Mewujudkan Indonesia yang sejahtera

Didalam mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan nasional ditempuh 2 (dua) strategi pokok pembangunan, yaitu :

       1). Strategi penataan kembali Indonesia, yang diarahkan kepada sistem ketatanegaraan yang dilandasi dengan berdirinya negara kebangsaaan Indonesia, yang meliputi Pancasila, UUD 1945, tetap tegaknya NKRI dan  tetap berkembannya pluralisme dan keberagaman dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika.

       2). Strategi pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia di segala bidang yang merupakan perwujudan  dari amanat yang tertera jelas  dalam Pembukaan UUD 1945 

Manajemen nasional pada dasarnya merupakan sebuah sistem, sehingga lebih tepat jika kita menggunakan istilah “sistem manajemen nasional” layaknya sebuah sistem, pembahasannya bersifat konfrehensif-starategis-integral. Orientasinya adalah pada penemuan dan pengenalan (identifikasi) faktor-faktor strategis secara menyeluruh dan terpadu. Dengan demikian sistem manajemen nasional dapat menjadi kerangka dasar, landasan, pedoman, dan sarana bagi perkembangan proses pembelajaran (learning proces) maupun penyempurnaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum maupun pembangunan.

E. Permasalahan dan Agenda Pembangunan Nasional 

Permasalahan pembangunan nasional yang dihadapi Indonesia sampai saat masih ditemukan sebagai berikut:
1. Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi mengakibatkan rendah dan menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat dan munculnya masalah sosial yang mendasar,

 2.  Kualitas sumberdaya manusia Indonesia masih rendah,

3. Kualitas manusia dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengelola, sumberdaya   alam dan lingkugnan  hidup.

4.  Kesenjangan pembangunan antar daerah masih lebar.

5. Perbaikan kesejaheraan rakyat sangat ditentukan oleh hubungan infrastruktur dalam pembangungan.

6. Belum tuntasnya penanganan secara menyeluruh terhadap aksi separatisme Papua dn konflik di Aceh.

7.  Masih tingginya kejahatan nasional dan transnasional.

8. Dengan wilayah yang sangat luas , serta kondisi sosial , ekonomi budaya yang beragam dan potensi ancaman baik dari luar negeri maupin dari dalam negeri yang tidak ringan. 

9. Masih banyaknya peraturan perundang-undangngan yang belum mencermintakan keadilan, kesetaraan , dan penghormatan dan perlindungan terhadap HAM,

10. Rendahnya kualitas pelayanan umum terhadap masyarakat,

11. Belum menguatnya pelembagaan politik lembaga penyelenggara negara dan lembaga kemasyarakatan,

Disamping masalah pokok di atas, masih terdapat permasalahan yang mendasar, antara lain:

1. Masih lemahnya karakter bangsa,  

2. Belum terbangunnya sistem pembangunan , pemerintahan, dan pembangunan yang berkelanjutan,

3. Belum berkembangnya nasionalisme , kemanusian dan demokrasi politik dan ekonomi,

4. Belum terejawantahnya nilai-nilai utama kebangsaan dan belum berkembangnya sistem yang memungkinkan masyarakat untuk mengadopsi dan memaknai nilai-nilai kontemporer secara bijaksana,

5. Kegamangan dalam menghadapi masa depan serta rentannya sistem pembangunan, pemerintahan dan kenegaraan dalam menghadapi perubahan.

Strategi pembangunan kedua, diarahkan kepada dua sasaran pokok, yaitu pemenuhan hak dasar rakyat serta penciptaan landasan pembangunan yang kokoh.

Prioritas Pembangunan Nasional untuk mewujudkan Indonesia yang damai dan aman, meliputi ;

1. Peningkatan saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat,

2. Mengembangkan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai luhur,

3. Peningkatan keamanan ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas,

4. Pencegahan dan penanggulangan separatisme

5. Pencegahan dan penanggulangan gerakan terorisme,

6. Peningkatan pengetahuan pertahanan negara

7. Pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional

Agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratris meliputi:
1. Pembenahan sistem hukum nasional dan politik hukum

2. Penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk

3. Penghormatan , pemenuhan dan penegakan atas hukum dan pengakuan  atas hak asasi manusia

4. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan dan kesejahteraan perlindungan anak

5. Revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah

6. Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa

7. Perwujudan lembaga  demokrasi yang makin kokoh

Agenda pembangunan untuk meningkatkan kesejaheraan masyarakat, meliputi:
1. Penanggulangan kemiskinan 

2. Peningkatan investasi dan ekspor non migas

3. Peningkatan daya saing indusri manufaktur

4. Revitalisasi pertanian 

5. Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro,kecil dan menengah

6. Peningkatan pengelolaan BUMN

7. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi

8. Perbaikan iklim ketenagakerjaan

9. Pemantapan stabilitas ekonomi makro    
D. Penerapan Wawasan Nusantara  Tantangan dan Implementasinya

1. Penerapan Wawasan Nusantara

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa sampai dengan saat ini, problematika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak akan pernah berhenti dan malah semakin rumit dan kompleks. Kompleksnya tantangan ini juga di dorong oleh penetrasi Globalisasi yang syarat dengan nilai-nilai yang kadang bertentangan dengan kepribadian

dan Jati diri Bangsa. Dalam keadaan demikian dikhawatirkan terjadilah erosi kebangsaan yaitu melunturnya semangat kebangsaan, rasa kebangsaan dan Jiwa Kebangsaan, sehingga pola pikir, sikap dan perilaku Warga Negara tidak lagi mengutamakan kepentingan bersama namun lebih mengedepankan kepentingan golongan bahkan kepentingan Individu. Perjalanan sejarah terus berlangsung, namun pada saat ini nilainilai perasatuan dan kesatuan sudah mulai perlahan-lahan ditinggalkan.

Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, misalnya munculnya kebijakan otonomi daerah disinyalir oleh banyak kalangan semakin meningkatkan semangat kedaerahan. Kebijakan ini juga mengusik ikatan emosional antar warga Bangsa yang dulunya merasa senasib dan sepenanggungan sebagai satu Bangsa Indonesia. Namun pada saat pemberlakuan otonomi daerah saat ini sepertinya ikatan rasa kebangsaan sudah hampir punah.

Di tingkat nasional, kita juga melihat terdapat praktek penyelenggaraan Negara yang mengalami kemunduran, misalnya dengan dicabutnya ketetapan MPR No. II/MPR/1989, tentang GBHN terutama pada Sub Ayat E tentang Wawasan Nusantara. Telah menjadi penanda buruk bahwa usaha untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di segala Bidang Kehidupan Nasional tidak lagi menjadi rambu-rambu penuntun dalam melangsungan kehidupan Bangsa dan Negara demi mencapai citacita dan tujuan Nasinal sebagai mana tercantum dalam Pembukaan UUD1945.

Dengan dinamika globalisasi yang semakin menggerus sendi-sendi kehidupan nasional, maka wawasan Nusantara justru perlu menjadi acuan pokok dalam memperkecil penetrasi global dan semakin memperkokoh kehidupan Bangsa Indonesia.

a. Salah satu manfaat paling nyata dari penerapan wawasan Nusantara, khususnya, di bidang wilayah, adalah diterimanya konsepsi Nusantara diforum internasional, sehingga terjaminlah integritas wilayah teriterorial Indonesia. Laut Indonesia yang semula dianggap bebas menjadi bagian integral dari wilayah Indonesia. Di samping itu pengakuan terhadap landas kontinen Indonesia dan ZEE Indonesia menghasilakn pertambahan luas wilayah yang cukup besar.

b. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup tersebut menghasilkan sumber daya alam yang cukup besar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.

c. Pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia internasional termasuk Negara-negara tetangga.

d. Penerapan wawasan nusantara dalam pembangunan Negara di berbagai bidang tampak pada berbagai proyekpembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi.

e. Penerapan di bidang sosial budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang Bhineka Tungga Ika tetap merasa sebangsa dan setanah air, senasib sepenanggunan dengan asas pancasila.

f. Penerapan Wawasan Nusantara di bidang pertahanan keamanan terlihat pada kesiapan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui sistem Pertahan keamanan Rakyat semesta untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa dan Negara.

2. Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara dalam Era Globalisasi.

Dalam mencapai tujuan dan cita –cita nasional Sikap dan perilaku Bangsa berbeda-beda. Hal tersebut terjadi karena wawasan nasional setiap bangsa tidak sama. Wawasan Nasional suatu Bangsa ditentukan oleh berbagai factor seperti kesejahteraan, kondisi dan konstelasi geografis, serta kondisi social budayanya. Sementara itu Bangsa yang memiliki kesamaan dalam factor tersebut, belum tentu pula sama wawasan nasionalnya karena ada factor subyektif yang berperan.

Oleh karena itu, wawasan nasional Indonesia, seperti halnya wawasan nasional bangsa atau Negara lain akan bersifat khas. Enam konsepsi yang menjadi elemen wawasan nasional Indonesia ialah persatuan dan kesatuan, Bhineka Tunggal Ika, Kebangsaan, Negara kebangsaan, Negara Kepulauan dan Geopolitik, pada dasarnya dapat di pandang dari 2 dimensi pemikiran, yaitu dimensi kewilayahan dengan segenap isi di dalamnya, atau yang di sebut realita dan dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara atau yang di sebut sebagai fenomena kehidupan.

Dimensi kewilayahan, mengandung pemahaman bahwa wilayah beserta isinya merupakan realita sesuatu yang diterima atau merupakan karunia Tuhan sebagai apa adanya. Dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang di serap dari inetraksi antara Bangsa beserta aspirasi dan cita-citanya dengan wilayah beserta isinya yang beraneka ragam, merupakan fenomena social.

Wilayah beserta isinya yaitu kondisi dan konstelasi geografis, kekayaan alam, serta kependudukan, dapat didayagunakan sebesar-besar kesejahteraan Bangsa Indonesia. Sedangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, demi tercapai kesejahteraan bersama bangsa Indonesia diselenggarakan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan Bangsa serta kesatuan wilayah Nasional Indonesia.

Agar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat terselenggara seperti yang diharapkan, maka keinginan tersebut perlu sinergi dalam satu keinginan bersama yang dinyatakan melalui aspirasi nasional. Sehubungan dengan hal itu, meskipun bangsa Indonesia mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan nasional, ciri khas daerah atau kelompok masyarakat tetap dihormati dan dikembangkan. Demikian pula, Status sebagai satu Bangsa Indonesia tidak melebur suku bangsa yang ada, tetapi menghimpunnya dalam kehidupan bersama tanpa ada dominasi satu suku terhadap suku lainnya. Sama halnya dengan penggunaan satu bahasa nasional, bahasa Indonesia, Hal itu tidak berarti tidak mematikan bahasa daerah sebagai bahasa kelompok.

Selain kita dihadapkan pada tantangan internal di atas, Dewasa ini kita menyaksikan bahwa kehidupan Individu dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedang mengalami perubahan yang sangat dasyat. Faktor utama yang mendorong perubahan yang cepat tersebut adalah nilai-nilai kehidupan baru yang di bawa Negara maju dengan

kekuatan penetrasi globalnya. Dalam kaitan dengan hubungan antar bangsa maka nilai-nilai kehidupan baru tersebut merupakan tantangan bangsa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama Bangsa Indonesia.

Beberapa teori atau konsep dengan nilai-nilai baru tersebut, antara lain :

a. Pemberdayaan Masyarakat oleh John Naisbit dalam bukunya “Global Paradox”, Ia menulis “To Be a Global Powers, The Company must give more to the smallest part.” Yang intinya Negara harus dapat memberikan peranan sebesar besarnya kepada kemakmuran rakyat. Dengan memberikan peran dalam bentuk aktifitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh Negara-negara yang sudah maju yang menjalankan Bottom-Up Planning (Perencanaan dari bawah).

Sedangkan Negara-negara berkembang seperti NKRI masih melaksanakan program Top-Down Planning (Perencanaan terpusat) karena keterbatasan kualitas SDM, karena itu NKRI memerlukan landasan operasional berupa Program Pembangunan Nasional (Propernas).

b. Kenichi Omahe dengan dua bukunya yang terkenal Boderless World dan The End of Nation State mengatakan bahwa dalam perkembangan masyarakat global dan politik relative masih tetap, namun kehidupan dalam suatu Negara tidak mungkin dapat

membatasi kekuatan global yang berupa informasi, Investasi, Industri dan konsumen yang semakin Individualis.

c. Sloan dan Zureker, dalam bukunya Dictionary of Economics, menyebutkan bahwa kapitalisme meruopakan suatu system ekonomi berdasarkan hak milik swasta atas macam-macam barang, dan kebebasan Individu utuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain, untuk berkecimpung dalam aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingannyaa sendiri. Di Era baru kapitalisme, system ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan aktifitas secara luas dan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat memerlukan strategi baru, yaitu adanya keseimbangan antara kepentingan Individu dengan kepentingan masyarakat.

d. Lester Thurow, dalam bukunya The Future of Capitalism, Ia menegaskan antara lain bahwa untuk dapat bertahan dalam era baru kapitalisme, kita harus membuat strategi baru, yaitu keseimbangan antara paham Individualistik dan Paham Sosialis. Era Baru

kapitalisme tidak terlepas dari globalisasi, Negara-negara kapitalis, yaitu Negara-negara maju berusaha mempertahankan eksistensinya di bidang ekonomi dengan menekan Negara-negara berkembang melalui isu global, yang mencakup demokratisasi, HAM dan

Lingkungan Hidup. Strategi baru yang ditekankan oleh Lester Thurow pada dasarnya tidak tertuang dalam nilai-nilai falsafah Bangsa Indonesia yaitu Pancasila yang mengamanatkan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang antar Individu, Masyarakat, Bangsa serta Alam semesta.

e. Hezel Henderson dalam bukunya Building Win Win World mengatakan bahwa perlu ada perubahan nuansa perang ekonomi menjadi masyarakat dunia yang bekerjasama memanfaatkan teknologi yang bersih lingkungan dalam rangka menjamin kelestarian lingkungan hidup, serta mewujudkan pemerinta yang lebih demokratis.

f. Ian Marison dalam bukunya The Second Curve menjelaskan bahwa dalam era baru timbul adanya peran pasar, konsumen dan teknologi baru yang lebih besar yang membantu terwujudnya masyarakat baru.

Dari uraian di atas tampak bahwa dalam Era Reformasi, kesadaran persatuan dan kesatuan masyarakat mengalami penurunan. Anak-anak bangsa belum sepenuhnya sadar bahwa sebagai warga Negara, mereka harus selalu mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan.Kondisi ini merupakan Tantangan Wawasan

Nusantara. Dari uraian di atas, tugas kita sebagai bagian dari kesatuan Bangsa adalah mensikronisasikan realita terhadap kecenderungan penyimpangan wawasan nusantara baik dari sisi wadah, isi maupun tata laku semua komponen bangsa dengan pedoman perwujudan wawasan nusantara sebagai berikut :

a). Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Politik.Artinya :

1. kebulatan wilayah nasional dgn segala isinya dn kekayaaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa

2. Bangsa Indonesia terdiri berbagai suku, bahasa, agama merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dlm arti luas. 

3. Secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa senasib sepenanggungan.

4. Pancasila satu2nya Falsafah serta ideologi bangsa dn negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya

5. Kehidupan politik di seluruh Indonesia merupakan satu kesatuan politik yg diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.

6. Seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan system Hukum.

7. Bangsa Indonesia hidup berdampingan dgn bangsa lain, ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional

b). Dalam bidang ekonomi :

1. Kekayaan Nusantara adalah milik bersama bangsa dn kebutuhan hidup se-hari-hari harus tersedia diseluruh tanah air .
2. Tingkat Perkembangan Ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yg dimiliki oleh masing2 daerah dlm pengembangan ekonominya.

3. Kehidupan perekonomian diseluruh INDONESIA merupakan satu

kesatuan ekonomi yg diselenggarakan sebagian usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4. Masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dgn terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama serta adanya kesetaraan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa.

c). Dalam Bidang Budaya : Budaya Indonesia adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yg menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya dan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dgn nilai budaya bangsa yg hasilnya dapat dinikmati

oleh bangsa Indonesia

a. Penataan Daerah melalui Otonomi Daeraha dengan menjunjung empat Pilar Kebangsaan.

b. Pengembangan Infrastruktur Transportasi dan Komunikasi agar dapat menjangkau seluruh wilayah NKRI.

c. Pemerataan Pembangunan seluruh wilayah NKRI yg menjangkau pulau-pulau terdepan diperbatasan negara dan daerah tertinggal.

d. Pengembangan Postur TNI shg mampu mengamankan Wilayah Nasional.

Dapat di ambil kesimpulan bahwa Wawasan Nusantara sebagai cara pandang Bangsa Indonesia dan sebagai Visi Nasional yang mengutamkan persatuan dan kesatuan Bangsa masih tetap sah (Solid) baik untuk saat sekarang maupun masa mendatang.

LATIHAN

1) Bandingkan implementasi politik strategi nasional pada era orla, orba dan orde reformasi!

2) Bagaimana hubungan antar gatra dalam wawasan nusantara?Coba saudara analisis

3) Apakah problematik dalam membangun geopolitik Indonesia

4) bagaimana pendapat anda tentang keberadaan pulau-pulau kecil yang belum berpenghuni, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk mengelola pulau-pulai di Indonesia

5) Bagaimana pengembangan geopolitik dalam kerangka pembangunan nasional?
6) Bagaimana  tantangan dan implementasi wawasan nusantara era globalisasi
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